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- Selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
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Nama : SUGIARTO, SE ' ey
Jabatan  : Direktur CV. MEDIA TEKNIK KONSULTAN Bl
Alamat : JL Kapten Patimura No. 113 Rt. 006 Kenali Besar Kota Baru o
e
Kota Jambi B
Selanjutnya disebut PENYEDIA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan PENYEDIA yang selanjutnya disebut para
pihak sepakat untuk melaksanakan Perintah Kerja tentang Pekerjaan Biaya
Pembuatan Dokumen Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah guna mendorong

Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan yang diatur dalam ketentuan sebagai
berikut:

Pasal 1
DASAR SURAT PERINTAH KERJA

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah.

2. DPA - SKPD BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor: 4.03.01.
08.02.5.2 tanggal 07 Januari 2019, dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan
Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha.

3. Keputusan Gubernur Jambi Nomor: No. 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019
tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara
1

Scanned by CamScanner



Pasal] 2
TUGAS PEKERJAAN
MITMEN member; tugas kepada PENYEDIA untuk
melaksanakan pekerjaan Biaya Pembuatan Dokumen Pengembangan Potensi
Pariwisata Daerah gung mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan,

Pasa] 3
BIAYA PEKERJAAN
ik Besarnya biaya Pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah
sebesar Rp. 49.794.800,- (Empat Puylyh Sembilan Juta Tujuh Ratus

Pasal 4
CARA PEMBAYARAN
Pembayaran pekerjaan sesuaj dengan pasal 3 Surat Perintah Kerja sebesar
Rp. 49.794.800, - (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Pulyp
Empat Riby Delapan ratys Rupiah) Termasyk PPN 10% akan dilakukan ke
PENYEDIA pada rekening Bank Jambj Cabang Utama Nomor 101257347, NPWP
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Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan
diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak ada kata sepakat antara kedua
belah pihak maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dan memilih tempat
yang sah dan tidak berubah pada pengadilan Negeri Jambi.

Pasal 8
KETENTUAN HUKUM DAN DOMISILI
Untuk melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) kedua Belah Pihak memilih
tempat kedudukan Hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah ke Paniteraan
pengadilan Negeri Jambi.

Pasal 9

LAIN - LAIN
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini akan
diatur lebih lanjut dalam Surat Perintah Kerja Tambahan (Addendum) dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini.
Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dalam 5 (Lima) rangkap yang bermaterai

cukup semuanya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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